
l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi 
Pelayanan Pasar; 

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan Pasar, agar dalarn 
pelaksanaanya dapat lebih berdaya guna dan 
berhasil guna, maka perlu clisusun Petunjuk 
Pelaksa.naan yang ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati; 

BUPATI PURWOREJO, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PURWOR&JO NOMOR 5 TAHUN 2011 

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

TENTANG 

PERATURAN BUPATl PURWOREJO 
NOMOR 14 TAHUN 2013 

BUPATI PURWOREJO 

[SALINAN] \ . 



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737}; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2007 Nomor 3); 

10. Peraturan Dacrah Kabupaten Purworejo Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi 
Pasar (Lembaran Daerah Kabupatcn Purworcjo 
Tahun 2007 Nomor 17); 

11. Pcraturan Daerah Kabupaten Purworcjo Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Oaerah 
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupatcn 
Purworcjo Tahun 2008 Nomor 4); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14 ); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2011 Nomor 5); 



Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyclcnggara Pemerintah Daerah 
3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi rugas tertcntu di bidang 

retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworcjo yang 
mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan 
perdagangan. 

6. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 
menangani urusan perdagangan. 

7. Sadan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melalrukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan 
Usaha Milik Daerah (SUMO) dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

8. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk 
melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya 
masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat. 

9. Pasar Daerah adalah Pasar yang didirikan, dimilik.i, dikuasai 
dan/atau dikelola olch Pemerintah Daerah. 

10. Fasititas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di 
Pasar Daerah yang berguna sebagai penunjang kegiatan 
perdagangan di Pasar Daerah. 

1 I. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pernberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ 
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau Sadan. 

Pasal l 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 



12. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran et.as jasa yang 
disediakan dan/ atau diberikan Pemerintah Daerah berupa 
pemanfaatan fasilit.as Pasar Daerah. 

13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Sedan yang 
menggunakan fasilitas pasar Daerah dan/ atau mendapatkan jasa 
pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan 
Pasar Daerah. 

14. Objek Retribusi adaJah penggunean fasilitas Pasar Daerah dan/ 
atau jasa pelayanan yang disedia.kan Pemerintah Daerah di 
lingkungan Pasar Daerah. 

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Baden yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, tennasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya 
pokok retribusi. 

17. Tande Terima Pembayaran yang selanjutnya disingkat TTP adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi oleh Wajib Retribusi 
kepada Bendahara Penerimaan. 

18. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti 
penyetoran Retribusi yang telah dilakukan oleh Bendahara 
Penerimaan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan care lain ke Kas Umum Daerah. 

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda. 

20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 
adalah adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang 
telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati 

21. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk 
menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi 
utang retribusinya yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
terutangnya retribusi. 

22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
Deerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
Daerah. 

23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera.h pada SKPD. 

24. Petugas Pemungut Retribusi adalah petugas yang ditunjuk 
berdasarkan surat tugas dari Kepala SKPD untuk melaksanakan 
pemungutan Retribusi di Pasar Daerah tertentu. 

25. Pembantu Bendahara Penerimaan adaJah petugas yang ditunjuk 
berdasarkan keputusan dan surat tugas dari Kepala SKPD untuk 
membantu Bendahara Penerimaan dalam pelaksanaan penerimaan 
Retribusi dari Petugas Pemungut Retribusi di Pasar Daerah 
tertentu. 



(2) Dokumen Jain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), dapat berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti 
pembayaran. 

(I) Petugas Pemungut Retribusi dalam memungut Retribusi 
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 

Pasal 5 

(3) Besamya Retribusi yang dipungut harus sesuai dengan besaran 
tarif Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. 

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (!), dipungut oleh 
Petugas Pemungut Retribusi di Pasar Daerah. 

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Pasar 
Daerah dan/ atau mendapatkan jasa pelayanan yang disediakan 
Pemerintah Daerah di Pasar Daerah dipungut Retribusi. 

Pasal 4 

TATA CARA PEMUNOUTAN RETRIBUST 

BAB II] 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Baden yang mcnggunakan 
fasilitas Pasar Daerah dan/ atau rnendapatkan jasa pelayanan yang 
disediakan Pemerintah Daerah di Pasar Daerah. 

Pasal 3 

(2) Dikecualikan dari Objck Retribusi sebagaimana dimnksud pada 
ayat (1) adalah: 
a. pelayanan fasilitas pasar di pasar yang dikelola oleh Sadan 

Usaha Milik Negara (BUMN), Baden Usaha Mililc Daerah (BUMD), 
Pemerintah Desa dan pihak swasta; 

b. penggunaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) di Pasar Daerah 
oleh pengelola Pasar Daerah. 

(I) Objek Rctribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ 
scdcrhana yang dikelola Pernerintah Dacrah, 

Pasal2 

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

BAB 1l 



(2) Pembayaran Retribusi yang dapat diangsur adalah Retribusi yang 
besarnya Rp. 720.000,- (Tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) atau 
lebih. 

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi yang 
terutang secara tunai/lunas, maka Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan pembayaran Retribusi secara angsuran 
kepada Bupati c.q. Kepala SKPD. 

Pase.I 8 

ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

BABV 

(2) Setiap Wajib Retribusi, wajib mcmbayar Rctribusi yang terutang 
secara langsung dan tunai/ tunas kcpada Petugas Pemungut 
Retribusi. 

(I) Setiap Wajib Retribusi membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

Pasal 7 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN 

BAB IV 

Tata cara pemungutan Retribusi dilakukan sebagai berikut: 
a. pcmungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas Pernungut Retribusi 

terhadap Subjek Rctribusi berdasarkan: jenis fasilitas yang 
digunakan, luas fasilitas yang digunakan, frekwensi pcnggunaan 
fasilitas, jangka waktu penggunaan fasilitas, jenis kegiatan usaha, 
klasilikasi pasar dan/ atau letak strategis tempat usaha; 

b. Subjek Retribusi yang telah membayar Retribusi, wajib diberi tanda 
bukti pembayaran Retribusi berupa karcis, kwitansi atau tanda 
bukti pembayaran yang diterbitkan oleh Pernerintah Daerah. 

Pasal 6 

(3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 
dalam Lampiran I yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 



(6) Format Surat Pemyataan Kesanggupan Membayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran rn yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini. 

(5) Penundaan pembayaran Retribusi dilengkapi dengan Surat 
Pernyataan Kesanggupan Membayar dalam tahun anggaran 
berkenaan. 

(4) Bupati c.q. Kepala SKPD dapat menyetujui penundaan pembayaran 
Retribusi berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Pengajuan penundaan pembayaran Retribusi dibuat oleh Wajib 
Retribusi ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala SKPD disertai 
dengan aJasannya. 

(2) Pembayaran Retribusi yang dapat ditunda adalah Retribusi yang 
besarnya Rp. 720.000,· (Tujuh ratus due puluh ribu Rupiah) atau 
lebih. 

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat mernbayar Retribusi yang 
terutang tepat pada waktunya, maka Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan penundaan pembayaran Retribusi kepada 
Bupati c.q. Kepala SKPD. 

Pasal 9 

PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSl 

BAB VJ 

(6) Format Surat Pemyataan Kesanggupan Membayar Secara Angsuran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran U 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Pembayaran Retribusi secara angsuran dilengkapi dengan Surat 
Pemyataan Kesanggupan Mcmbayar Sccara Angsuran dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

(4) Bupati c.q. Kepala SKPO, dapat menyetujui pembayaran Retribusi 
secara angsuran berdasarkan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Permohonan pembayaran Retribusi secara angsuran dibuat oleh 
Wajib Retribusi ditujukan kepada Bupati c.q, Kepala SKPD, disertai 
alasannya. 



(4) Format STS sebagaimana dimak.sud pada ayat (4), tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan menggunakan STS dalam rangkap 5 (Lima). 

(2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barus 
dilaksanakan paling lambat l (Satu) hari kerja terhitung sejak 
Retribusi ditcrima, 

(I) Bendabara Penerimaan pada SKPD wajib menyetorkan penerimaan 
Retribusi secara bruto ke Kas Umum Daerab. 

Pasal 11 

(5) Formal TTP dari Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), tercantum dalarn Lampiran JV yang mcrupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Penyetoran hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), diberikan TTP oleh Bendahara Penerimaan. 

(3) Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi dari Petugas 
Pemungut Retribusi kepada Bendahara Penerimaan di SKPD paling 
Jambat l (Satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima. 

(2) Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) wajib melalrukan verifikasi dan validasi penyetoran 
pemungutan Retribusi oleb Petugas Pemungut Retribusi. 

(!) Petugas Pemungut Retribusi wajib menyetorkan hasil pernungutan 
Retribusi kepada Bendahara Penerimaan melalui Pembantu 
Bendahara Penerimaan paling lambat l (Satu) hari kerja sejak 
Retribusi dipungut. 

Pasal 10 

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSJ 

BABVl1 



(2) Sanksi administratif sebagaimana climaksud pada ayat (!) tidak 
dikenakan terhadap Wajib Retribusi yang telah mengajukan 
permohonan pembayaran Retribusi secara angsuran dan/ atau 
penundaan pembayaran Retribusi. 

(1) Dalarn hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 2% (Dua Persen] setiap bulan dari Retribusi yang 
terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan STRD. 

Pasal 13 

SANKS! ADMINISTRATIF 

BAB IX 

(5) Format STRD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(4) Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) diterbitkan oleh Kepala SKPD atau Pejabat 
yang ditunjuk, 

(3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang dalam 
jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal STRD atau surat 
lain yang sejenisnya. 

(2) Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari 
kerja sejak jatuh tempo pembayaran. 

(1) Dalam ha! Wajib Retribusi tidak mcmbayar Retribusi yang terutang 
tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan 
menggunakan STRD dengan didahului surat teguran/ peringatan/ 
surat lain yang sejenis. 

Pasal 12 

TATA CARA PENAGIHAN 

BAB VIII 



SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2013 NO MOR 14 SERI C NO MOR l 

Oiundangkan di Purworejo 
pad a tanggal 14 Mei 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Ttd. 

TRIHANDOYO 

MAHSUN ZAIN 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 14 Mei 2013 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan 
Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Pasal 15 

BABXl 

PENUTUP 

(2) Kepala SKPD melakukan inventarisasi terhadap piutang Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), selanjutnya diajukan kepada 
Bupati untuk mendapatkan penetapan, 

(3) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(I) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karcna hak 
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihepuskan. 

Pasal 14 

BABX 

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRJBUSI YANG KEDALUWARSA 



MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

PIIDIWn'AR IWIUPATD PVRll'ORIIJO SKRD I •o. 'Vru.t ........ 
( ... /UCPD •• J (SURAT DTETAPAX RBTRIBUSI DAERAH) 

( .. .Ara-t IUCPD.J 
....... _, : 
TUIUI a.trlbual : 

NAM.A : 
ALAMAT : 
TANGGAL JAl\JH TEMPO : 

110. KOOB RBIC&IIIBO IIRA1A1I RBTRIIIIIII DA&RAH JUIILAH 

Jum\ah Ketctanan Rcuibuai R1>. 
Jumlah Sanks! : Bunga Rp. 

Jumlab X.Nlunabaa : RD. 

Dengan huruf: 

PBRBATIAII : 
I. Harap pcnyctonm dilakulwn mclalui Bendahara Pcncrimaan ( ... SKPO .. J atau Rekcning Kao 

Umum Daerah dengan menggunakan Surat Sctoran Relribusl Daerah (SSRD). 

2. AP"bila SKRD ini udak utau Kurang Dlbayar setelah lcwat waktu paling lama 15 flima 
belaal hari aejak SKRD ini duerima, dikcnakan aankai adminiatrasi berupa bunga 2 % per 
bulan. 

Kcpala ( ... SKPO ... ) Kabupatcn Purworrjo 

( •• ..BY!I !t•Ola Yn l!llda taaaau.) 
NlP ........................................ 

. .. . .. . .... . .. . .. ... .. .. . .... . .. . .. ... . .. . .. .. ..... .. . Po tong di sini ........................................................... 
No. Urut .... 

TAIIDA TDDIA 
NAMA : Purworejo, ( ... tanggal, bulan, tahun .. ). 
At.AMAT : Yang Menerima 

( ............................................... 1 

FORMATSKRD 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 14 TAHUN 2013 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
PELAYANAN PASAR 



MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

{ ) 
Nama lengkap dan tanda tangan 

Materni 
RP.6000 

Yang membuat Pemyataan 

Purworejo, ( ... tanggal, bulan, tahun ... ) 

Surat Pcmyataan Kesanggupan Membayar ini dibuat sebanyak 2 (Dua) lembar, 
untuk dapat digunakan seperlunya. 

Oemikian Surat Pemyataan Kesanggupan Membayar ini kami buat dengan 
sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya tckanan 
atau paksaan dari pihak manapun. 

Menerangkan bahwa kami sanggup membayar secara mengangsur atas Rctribusi 
Pelayanan Pasar atas nama ... dengan nilai sebesar Rp... ( ... dengan huruf ... ) 
selama bulan dengan perincian sebagai berikut: 

l. Bulan sebesar Rp . 
2. Bulan sebesar Rp ; dst 
3. Bulan sebesar Rp ... 

dan akan dibayarkan mulai bulan ... tahun ... scbelum tanggal 10 sctiap bulannya. 

. . . Alamat 
NPWPD 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama . 
Jabatan . 
No. KTP , , .. 

SURAT PERKYATAAN KESAlfOOUPAX IIEIIBAYAR 

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANOGUPAN MEMBAYAR 
RETRIBUS! SECARA ANOSURAN 

LAMPIRAN ll 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 14 TAHUN 2013 
TENTANO . 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
PELAYANAN PASAR 



MAHSUN ZAIN 

Ttcl. 

BUPATI PURWOREJO, 

( ,.' ''' '" ······· ) 
Name lcngkep clan lende lengen 

Malerai 
RP.6000 

Yang membuat Pcmyataan 

Purworejo, ( ... tanggal, bulan, tahun ... ) 

Surat Pemyataan Kesanggupan Mernbayar ini dibuat sebanyak 2 (Dua) lembar, 
untuk dapat digunakan seperlunya 

Oemikian Surat Pemyataan Kesanggupan Membayar ini kami buat dengan 
sebenamya, dalarn keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tan pa adanya tckanan 
atau paksaan dari pihak manapun. 

Menerangkan bahwa kami sanggup membayar pada tanggal ... bulan ... tahun .... 
terhadap penundaan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang atas 
nama ... dengan nilai scbcsar Rp ... ( ... dengan huruf.i.]. 

Alamat 
NPWPO 

Yang bertanda tangan dlbawah ini: 
Nama . 
Jabatan . 
No. KTP . 

SURAT PERKYATAAN KESAJfGGUPA!I MENBAYAR 

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR 
PENUNDAAAN PEMBAYARAN RETRJBUSI 

LAM Pl RAN JIJ 
PERATURAN BUPA1'1 PURWOREJO 
NOMOR 14 TAHUN 2013 
TENTANG 
PETUNJUKPELAKSANAAN 
PERATURAN OAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRJBUSI 
PELAYANAN PASAR 



' 

MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

1'td. 

' 
PEIIERIJITAB KAJIUPATD PIJRWOUJO 

TAM>A TERDIA PEIIBAYARA!f 
( ... SDD .... J 110. 

TAIIUII: ..... 
( .. .A"'-t SICPD ... ) 

Nama Wajib Retribusi ; 
NPWPD ; 
Alamat Wajib Rctribusi : 
Kelurahan L Desa : RTLRW: Kecamatan: 
Kabuoatcn : 
Menretor berdaaerkan : 

I" I 
Kode Rekcning 

I 
Uraian 

I 
Jumlah (Re! 

I Jumlah Setoran 
Terbilane : 

Oiterima Oleh: Purworeje, ............................... 
BENDA.HARA PENERJMAA.N, WAJIB RETRJBUSI/ PENYl,,'TOR, 

11111'""••••··········1···11111u1"'"''1••••• IU"""ll"''ll'IIIUIIIIIIIII I 111111 Ill I" 
Nama lengkap dan Cap Nama leng)uip dan tanda IB.n!!)ln 

FORMAT TIP 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 14 TAHUN 2013 
TENTANQ 
PETUNJUK PELAKSANMN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRJBUSI 
PELAYANAN PASAR 



MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

' 
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

( ... SKPD ... ) 
( .. .Alamat SKPD ... ) 

SURAT TA.NDA SETORAN 
(STSI 

ST'S N(): Bank : BANKJATENO 
No. Rckcning : ······················· 

Harap diterima uang sebesar : Rp .............• 
(Dengan huruQ ( .......................................................................................................................... } 

Oengan rinclan penerimaan sebagai berikut; 

110. KOl>II RIIUIIIJIG URAL\11 RJRCL\11 OBRX JUIILAH 

- 

J11111lah llft ....... 

Purworejo, tanggal, bulan, tahun 
Mcngctahui Bendaha.ra Pcncrimaan 

Pengguna AnfDJ'M/ Kuasa Pengguna Anggaran '} ( ... SKPD ... J 
••. SKPD ... I 

( ... OiUI!i& 1,0~1! dan tanda tangan ... ) l ... oemo lsns.!st!12 s:Jao uuul1 u.10100 ... l 
NIP .............................. NIP ................•............• 

Uang tersebut ditcrima pada tanggal: .... Bank ......... 

............................................. 
Tonda tangan, nama dan cap 

'1 corer salah saru 

FORMAT STS 

1..AMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 14 TAIIUN 2013 
TENTANG 
PETUNJUKPELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
PELAYANAN PASAR 



MAHSUNZAJN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

PEMERJNTAB KABUPATElf PURWOREJO -, ( ... SKPD ... J 

.. ( ... Alamat SKPD ... ) 

SURAT TAGIHAlf RETRIBUSI DAERAII 

Nomor : Tahun: 
Tan•••' Penerbitan : 

Jumlah retribusi yang terotang yong masih haros . I Rp ............................... 
dibayar · ( ........... dalam hurur.. ............. ) 

Nama Waiib Retribusi : 
Alamal Waiib Rctribual : 
NPWPD : 

Perincian Reaibusi va.na: Terutana 
I. Rctribu•i yang terutang menurut SSRD SKRDKB/SKRDBKB'I") Rp. 

Tahun ............ 

2. Telah dibayar tanggal I Rp. 
3. Pengurangan I Rp. 
4 • Jumlah yang diperhitungkon (angJm 2 + angka 3) Rp. ...._ 

Retribusi yang kurangdibayBr (onglw I - angka 4) Rp. s, 
6. Sanksi bunga 2% • ... bulan • Rp .... (angka 5) Rp. 
7. Rctribusi yang masih haru• dibayor (5•6) Rp. 

Tanggal ,latuh Tempo: Tempat Pembayaran: 

PltRHATIAlf Purworcj-0, ( ... tanggal. bulan. tahun ... ) 
( ... Kcpala SKPD ... J 

I. Surat Tagihon Retribusi Daerab ini harus dilunasi 
paling lambat I [satu] bulan sejak tonggal dlterima, 

2. llpabilA setelah \ewat u,nggal [aruh tempo utang 
retribuoi belum dlfunesl, rnaka tlndakan penagihan 
akan dihtjutkan dengan penerbitan Surat Teguran 
dan Surat Pa.k8'1. ( ... Nruna lengknl! don tondo lonl!!!D ... ) 

NIP ................................ 

-\ corer saLah satu 

F'ORMATSTRD 

FORMAT STRD 

LAMPIRANVI 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 14 TAI IUN 2013 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
PELAYANAN PASAR 

 


